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Abstract: Indonesia as a country with social cultured law, dueto the influence of globalization shows the behavior of thepeople in his life increasingly complex. Such behavior can beseen from two sides, namely in accordance with the norms andnot in accordance with the norm, so that such conditions spreadto the entire line of people's lives. This article will exploreproblems criminal children who are in prison in Jambi.
صﺧﻠﻣ: لﺪﯾ ﺔﻤﻟﻮﻌﻟا ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻰﻟإ ﻚﻟذ ﻊﺟﺮﯾو ، ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻒﻘﺜﻣ نﻮﻧﺎﻘﻠﻟ ﺔﻟوﺪﻛ ﺎﯿﺴﯿﻧوﺪﻧا
 ، ﻦﯿﺒﻧﺎﺠﻟا ﻦﻣ كﻮﻠﺴﻟا اﺬھ ﻞﺜﻣ ﺔﯾؤر ﻦﻜﻤﯾو . اﺪﯿﻘﻌﺗ دادﺰﯾ ﮫﺗﺎﯿﺣ ﻲﻓ سﺎﻨﻟا كﻮﻠﺳ ﻰﻠﻋ
ﯿﻌﻣ ل ﺎﻘﻓو ﺲﯿﻟو ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ل ﺎﻘﻓو ﻲھو ﻂﺧ ﻲﻓ تﺮﺸﺘﻧا فوﺮﻈﻟا هﺬﮭﻟ ﻦﻜﻤﯾ ﺚﯿﺤﺑ رﺎ
 ﻲﻓ ﻢھ ﻦﯾﺬﻟا ﻲﺋﺎﻨﺠﻟا لﺎﻔطﻷا ﻞﻛﺎﺸﻣ فﺎﺸﻜﺘﺳا فﻮﺳ ةدﺎﻤﻟا هﺬھ .سﺎﻨﻟا ةﺎﯿﺣ ﻦﻣ ﻞﻣﺎﻛ
ﻲﺒﻣﺎﺟ ﻲﻓ ﻦﺠﺴﻟا
Kata Kunci: Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH)
Kajian ini adalah hukum Islam dengan fokus maqasid asy-syari‘ah dalam kaitannya dengan perlindungan anak diLembaga Pemasyarakatan di Jambi. Kajian tersebutdirumuskan dalam tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut.Pertama, bagaimana pola perlindungan hukum bagi anak
pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi? Kedua, bagaimanaperspektif maqasid asy-syari‘ah terhadap pola perlindunganhukum dan pembinaan anak pidana di LP Anak Jambi?Anak adalah amanah Allah swt. Oleh karena itu,menjaga, memelihara, dan mendidik kelangsungan hidupnya
adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah, danmasyarakat, serta lembaga-lembaga perlindungan anak danmasyarakat secara luas. Hal tersebut sejalan dengan amanatAllah swt. dalam Q.S. at-Tahrim (66): 6, yang artinya, “Haiorang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka.” Dalam konteks tersebut, lahirnya undang-
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undang perlindungan anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002) merupakan bentuk konkret upaya pemerintah dalammelindungi anak. Namun demikian, dalam perlindungan diLembaga Pemasyarakatan, apakah hak-hak anak pidana telahterpenuhi? Hal ini penting dipertanyakan, karena sampai saatini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur
perlindungan anak pidana. Akan tetapi, untuk hal pembinaan,pemerintah telah mengeluarkan aturan hukum yang berlakuumum, yaitu PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan danPembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 32Tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Hak WargaBinaan Pemasyarakatan, dan PP No. 57 Tahun 1999 Tentang
Kerja Sama Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.Indonesia sebagai negara hukum dengan masyarakaratyang berbudaya, akibat pengaruh globalisasi memperlihatkanperilaku masyarakat di dalam kehidupannya semakinkompleks. Perilaku demikian dapat dilihat dari dua sisi, yaitu
sesuai dengan norma dan tidak sesuai dengan norma, sehinggakondisi demikian merebak ke seluruh lini kehidupanmasyarakat. Adapun masyarakat Jambi yang dikenal sebagaimasyarakat religius dan beradat dengan semboyannya “hukumbersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah”, kenyataannya
tidak luput dari pengaruh globalisasi yang membawa dampakpada terjadinya patologi sosial (penyakit masyarakat) yangmenyebabkan pelanggaran hukum di tengah masyarakat yangjuga menyeret anak-anak. Akibat anak bermasalah denganhukum, maka anak tersebut harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya dan menerima akibatnya. Apabila diputusmenjadi anak pidana, maka ia harus menjalani hukumannya diLembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LP).Seharusnya, penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana(offender) bukanlah semata-mata sebagai tindakan balasan
atas kejahatan yang telah dilakukan si pelaku, akan tetapilebih daripada itu, untuk menimbulkan kesadaran si pelakuatas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga, pada akhirnya iatidak akan mengulangi perbuatan kejahatan (offence) yanglain.
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Masalah dan usaha perlindungan dan pembinaan anak
pidana tampaknya tidak akan pernah surut dibicarakan,sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda NawawiArif, “Masalah dan usaha terhadap perlindungan anak telahlama dibicarakan baik di Indonesia maupun internasional.Pembicaraan ini tidak pernah akan berhenti, karena di
samping masalah universal, juga karena dunia selalu diisi olehanak-anak. Sepanjang dunia tidak pernah sepi dari anak-anak,selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan.Pembicaraan masalah anak ini akan menandakan adanyakasih sayang atau cinta kasih di antara umat manusia (Muladidan Arif, 1992: 106).
Data Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PAS)menunjukkan bahwa anak pidana dan tahanan di Indonesiaberjumalah 5.700 orang lebih. Adapun untuk wilayah  Jambi,menurut data Kemenkumham tahun 2011 sampai 2013, jumlahnarapidana (napi) dan tahanan di LP Jambi adalah 2.175
orang, 2.576 orang, dan 2.700 orang, demikian juga dengananak pidana. Pada tahun 2011, anak tahanan dan anak pidanaberjumlah 66 anak pidana dan 33 anak tahanan, tahun 2012berjumlah 72 anak pidana dan 18 anak tahanan, dan tahun2013 berjumlah 73 anak pidana dan 43 anak tahanan. Jadi,
sampai Januari 2014, di Jambi terdapat 116 anak pidana dananak tahanan, yang menempati LP Dewasa, LP Anak, danRumah Tahanan (Rutan), baik di tingkat kabupaten maupunkota. Berdasarkan jumlah tersebut, hanya ± 44% (51 anak) sajayang menghuni LP Anak (di mana sebelumnya pada tahun
2008 sekitar 30%), yakni LP Anak Jambi yang berada di MuaraBulian.  Selebihnya, mereka ditempatkan di LP Dewasa,Rutan, dan Cabang Rutan (Cabrutan). LembagaPemasyarakatan Anak Jambi yang posisinya berada di wilayahKabupaten Muara Bulian, lokasinya terisolir dari masyarakat,
di mana akses untuk sampai ke sana tidak ada kendaraanumum, dan  jaraknya cukup jauh dari LembagaPemasyarakatan Dewasa, Rumah Tahanan dan CabangRumah Tahanan, sehingga berdampak kepada sedikitnya anakpidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Jambi
tersebut. Sementara, apabila dibandingkan dengan Lembaga
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Pemasyarakatan Anak di daerah lain, khususnya di Sumatera,
sangat berbeda. Sebab, posisi Lembaga Pemasyarakatan Anakberada di ibukota provinsi (seperti Palembang, Padang, Medan,Riau, dan seterusnya, termasuk di pulau Jawa). Dengandemikian, akses untuk menuju ke sana menjadi mudah. Hal inijuga berdampak pada jumlah anak pidana yang melewati batas
kapasitas daya tampung. Seperti LP Anak Palembang yangseharusnya hanya untuk 150 orang anak pidana, saat inidihuni oleh 300 orang lebih anak pidana, begitu juga dengandaerah lain. Dengan demikian, anak-anak pidana yang sudahmenempati Lembaga Pemasyarakatan Anak sesuai denganamanat undang-undang.
Dari paparan di atas, ada beberapa alasan LP AnakJambi dijadikan sebagai objek penelitian dalam penulisandisertasi ini. Pertama, 18 LP Anak di Indonesia salah satunyaada di Jambi. Secara geografis, LP Anak Jambi lokasinyaterisolasi, karena jauh dari kota dan jauh dengan LP-LP
Dewasa di wilayah hukum Jambi. Posisi LP Anak Jambiberada di pinggiran wilayah Kabupaten Muara Bulian. Kedua,LP Anak Jambi mempunyai daya tampung sekitar 150 oranganak. Sampai tahun 2013, anak pidana dan anak tahanan(calon anak pidana) di wilayah hukum Jambi tercatat sebanyak
116 orang anak. Namun, hanya sejumlah 51 orang anak (44%)saja yang ditempatkan di LP Anak Jambi, sedangkan sekitar56% (65 orang anak) ditempatkan di blok-blok LP Dewasa.Bagaimana pembinaan anak-anak pidana di Jambi yangditempatkan di blok-blok LP Dewasa, apakah sama dengan
yang berada di LP Anak atau tidak. Hal ini dapat dimaknaisebagai pemisahan anak pidana. Kondisi ini disebabkan olehlokasi LP Anak Jambi yang terisolasi dan sulit dijangkau.Ketiga, LP Anak di Jambi yang hanya menampung sedikit darianak pidana, yaitu 51 orang anak, sementara daya tampung
LP Anak mencapai 150 orang anak. Hal ini jelas menyebabkananggaran menjadi kecil. Akibatnya, sarana dan prasaranamenjadi tidak memadai dan tidak lengkap. Keempat, polapembinaan yang diterapkan oleh LP Anak Jambi adalahterpadu dengan model tersendiri, yaitu dengan sistem
kekeluargaan yang lebih memprioritaskan pada penanaman
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PIDANA…, MARSAID
5
moral islami, karena semua anak pidana di LP Anak Jambi
beragama Islam. Artinya, Kepala LP Anak Jambi, parapetugas, dan pembina memosisikan diri sebagai orang tuadengan memberikan bimbingan ibadah-ibadah menurut ajaranIslam, sedangkan pembinaan fisik dan keterampilan hanyasebagai tambahan. Dari keempat alasan di atas, disertasi ini
hanya terfokus membahas tentang pembinaannya.
Kondisi LP di Propinsi JambiHampir di semua provinsi di Indonesia memiliki LP, RumahTahanan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan LP Anak.Adapun LP Anak hanya terdapat di 18 provinsi, termasuk
Jambi, yang bertempat di luar kota atau jauh dari kota.Khusus untuk Provinsi Jambi yang merupakan bagian dariwilayah yang ada di Sumatera, provinsi ini terdiri atas 2 kotadan 9 kabupaten (yang lama dan yang baru akibat pemekaran).Akan tetapi, tidak semua kota/kabupaten memiliki
kelengkapan lembaga tersebut. Sejak Provinsi Jambi berdiripada tahun 1957 sampai sekarang (penelitian berlangsungantara tahun 2011 sampai dengan 2013), kelembagaan yangada di Provinsi Jambi dapat digambarkan pada uraian berikut.Pertama, di Kota Jambi sebagai ibukota provinsi
memiliki LP Dewasa dan Balai Pemasyarakatan saja.Sementara itu, LP Anak dan Rumah Tahanan tidak ada. LPKota Jambi berstatus kelas II A yang memiliki daya tampung250 orang. Namun, semenjak 3 tahun terakhir dihuni olehlebih 250 orang, bahkan data terakhir bulan Oktober 2013
ditempati oleh 1.000 orang lebih penghuni, baik yang berstatusnarapidana laki-laki maupun perempuan, dari berbagaipelanggaran pidana yang dilakukan oleh mereka; tahanan,tahanan anak, termasuk di dalamnya anak pidana. BalaiPemasyarakatan (Bapas) yang ada di Kota Jambi memiliki
tanggung jawab sesuai dengan tugasnya, yaitu menanganipembinaan client pemasyarakatan yang terdiri atas terpidanabersyarat (dewasa dan anak), serta mengadakan penelitian danbimbingan client di luar tahanan. Balai Pemasyarakat-an kotabertanggung jawab untuk menangani masalah-masalah
tersebut di dalam Kota Jambi, Kabupaten Muara Jambi,
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Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, dan Muara Bulian.Kedua, Kabupaten Muara Jambi yang merupakankabupaten baru selama kurang lebih lima tahun, yangmerupakan pecahan dari Kabupaten Batanghari (MuaraBulian), tidak memiliki LP sama sekali, baik untuk dewasa
maupun anak. Kabupaten ini juga tidak memiliki Bapas atauBalai Pemasyarakatan dan tidak memiliki Rumah Tahanan,sehingga semua tahanan dan narapidana yang sudah diputusdititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kota atau di LembagaPemasyarakatan Muara Bulian.Ketiga, Kabupaten Tanjung Jabung yang sekarang
terpecah menjadi dua, yaitu Tanjung Jabung Barat sebagaikabupaten induk dan Tanjung Jabung Timur sebagaikabupaten baru yang merupakan pecahan dari KabupatenTanjung Jabung. Kabupaten Tanjung Jabung Baratmerupakan kabupaten yang cukup lama, sehingga lembaga
tahanan awalnya merupakan warisan dari penjajahan Belandayang kemudian setelah kemerdekaan dan selang beberapalama diubah statusnya dari Rumah Tahanan menjadi LembagaPemasyarakatan. Kota kabupaten ini juga ternyata hanyamemiliki Lembaga Pemasyarakatan saja, sedangkan Balai
Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, dan LP Anak tidak ada.Lembaga Pemasyarakatan berfungsi juga sebagai RumahTahanan dan LP Anak. Lembaga Pemasyarakatan di TanjungJabung Barat ini berstatus kelas II B yang dapat menampung150 orang lebih tahanan ataupun narapidana. Kenyataannya,
LP tersebut sekarang dihuni oleh lebih dari 300 orang, baiknarapidana, tahanan, maupun anak pidana dan tahanan anak.Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakankabupaten baru dari pemekaran Kabupaten Tanjung Jabungtidak memiliki LP, Rumah Tahanan, Balai Pemasyarakatan,
dan LP Anak.Keempat, Kabupaten Batanghari yang beribukota diMuara Bulian merupakan kabupaten lama yang dulunyamemiliki Rumah Tahanan di Kecamatan Muara Tembesi yangmerupakan warisan Belanda. Kemudian Rumah Tahanan
tersebut ditutup dan dibangun baru oleh pemerintah menjadi
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LP di kota Muara Bulian. Di samping memiliki LP Dewasa,
kota Muara Bulian juga memiliki LP Anak. BalaiPemasyarakatan dan Rumah Tahanan tidak terdapat di kotaMuara Bulian. Namun, kota Muara Bulian adalah satu-satunya kota kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki LPuntuk narapidana dan LP untuk anak. Dapat dijelaskan di sini
bahwa dari kota Jambi sampai kota Muara Bulian merupakanwilayah bagian timur. Sementara itu, wilayah bagian baratterdiri atas Kabupaten Muara Bungo, Kabupaten Tebo,Kabupaten Bangko, Kabupaten Sarolangun, KabupatenKerinci, dan Kota Sungai Penuh.Kecuali Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh,
semua kabupaten tersebut memiliki LP, sedangkan diKabupaten Kerinci hanya memiliki Rumah Tahanan saja.Sementara itu, Balai Pemasyarakatan di wilayah barat inihanya terletak di Kabupaten Muaro Bungo yang tugasnyamencakup seluruh kabupaten kota di atas. Menurut data dan
informasi dari Kepala Divisi Pemasyarakatan KementerianHukum dan HAM Provinsi Jambi, bagi LP yang tidak memilikiRumah Tahanan, maka lembaga itu berfungsi sebagai RumahTahanan. Sebaliknya, Rumah Tahanan yang tidak memilikiLP, maka Rumah Tahanan tersebut berfungsi sebagai LP.
Artinya, di Provinsi Jambi, baik Rumah Tahanan maupun LPberfungsi ganda. Secara keseluruhan, di Provinsi Jambi,penghuni Rumah Tahanan ataupun LP over capacity, kecualiLP Anak. Alih fungsi ataupun double dan multifungsi sepertiini tampaknya menjadi persoalan nasional.
Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, MuaraJambi, dan Sarolangun tidak memiliki LP ataupun Rutan,sehingga tahanan dan napi dititipkan di LP terdekat.Berdasarkan kenyataan di atas, dapat dimaklumibahwa jauhnya jarak antara satu lembaga pemasyarakatan
yang satu dengan lainnya mengakibatkan anak-anak yangbermasalah dengan hukum dan ketika mereka harus menjalanipemerikasaan sejak di tahanan penyidik sampai prosespersidangan perkara di pengadilan, mereka dititipkan diLembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan terdekat
dengan wilayah hukum terjadinya peristiwa. Namun, ketika
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putusan dijatuhkan, mereka juga dititipkan di LP Dewasa.
Kadang-kadang mereka ada yang dijemput oleh petugaspemasyarakatan anak. Bagi yang tidak dijemput, anak-anakpidana tersebut tetap dititipkan di LP Dewasa, termasukpembinaannya, sehingga pembinaan yang dilakukan tidakefektif. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun
1999 Tentang Pemasyarakatan (Adikpas) disebutkan bahwa“Tindak pidana anak sipil dan anak negara yang sedangmenjalani putusan pengadilan negeri ditempatkan diLembanga Pemasyarakatan Anak”.Sejak didirikan LP Anak tersebut, sampai saat ini telahterjadi beberapa kali kepemimpinan. Pimpinan LP Anak yang
pertama adalah M. Amin, selanjutnya digantikan olehBenyamin yang menjabat sebagai Kepala LP Anak sejaktanggal 1 April 2006. Saat penelitian ini dilakukan, yaitutahun 2010, LP Anak dipimpin oleh Sahrul Manan. Sejaktahun 2011 sampai sekarang, LP Anak Jambi dipimpin oleh
Didik Waluyo.Seyogianya, pembinaan anak pidana tidak hanyamenjadi tanggung jawab moral petugas LembagaPemasyarakatan. Namun, hal itu juga merupakan tanggungjawab sosial masyarakat bersama. Sementara itu, aturan
undang-undang tentang pembinaan anak pidana secara khususbelum ada, sehingga pembinaan anak pidana merujuk kepadaKeputusan Menteri Kehakiman RI No: M.02-PK. 04.10 Tahun1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Disamping itu, ada pula PP No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemasyarakatan, dan secara keseluruhan dikumpulkan dalambuku yang berjudul Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemasyarakatan, yang dibuat oleh DirjenPemasyarakatan, dan diterbitkan pada Desember 2004. Bukuini menjadi pedoman bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam
bekerja dan melaksanakan pembinaan terhadap napi, anakdidik, anak negara, dan anak sipil.Menurut petugas LP Anak di Jambi, dengan mengutipbuku pedoman pemasyarakatan di atas, bahwa istilahnarapidana dinisbahkan kepada napi dewasa, sedangkan
istilah untuk anak menggunakan anak pidana. Dalam Bab VIII
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Tentang Keputusan Menteri di atas dinyatakan bahwa fungsi
dan tugas pembinaan kemasyarakatan terhadap warga binaanpemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuanagar mereka setelah selesai menjalani pidanannya sertapembinaan dan bimbingannya dapat menjadi wargamasyarakat yang baik (Wawancara dengan Nur Hadi, petugas
dan pembina LP Kota Jambi, 17 Desember 2013).Adapun bentuk pembinaan terdiri atas pelayanantahanan serta pembinaan narapidana dan anak didik.Pelayanan tahanan meliputi: (1) bantuan hukum, (2)penyuluhan rohani, (3) penyuluhan jasmani, (4) bimbinganbakat, dan (5) bimbingan keterampilan. Sementara itu,
pembinaan narapidana dan anak didik meliputi: (1) tahap-tahap pembinaan, (2) wujud pembinaan, (3) dan pembinaannarapidana yang perlu mendapat perhatian khusus.Tulisan ini menunjukkan bahwa anak pidana yangditempatkan di LP Anak sistem pembinaannya lebih baik
dibandingkan dengan anak pidana yang menempati LPDewasa. Sebab, anak pidana yang berada dalam satu LembagaPemasyarakatan dengan narapidana, walaupun dipisahkankamarnya dengan narapidana, akan tetapi dalam sistempembinaannya, pergaulannya, pengamanannya, pelayanannya,
dan makannya tetap bersama-sama napi. Bagi anak pidanayang berada di LP Dewasa juga tidak ada pembimbing khusus.Sementara di LP Anak, petugasnya khusus, denganmenggunakan atribut yang menyeramkan. Kondisi LP saat iniserba terbatas, baik sarana dan prasarana pembinaan, sumber
daya manusia, dana, maupun partisipasi pihak terkait.Terlebih anak pidana yang berada di LP Dewasa,pembinaannya nyaris tidak diperhatikan. Dengan demikian,hak dan kewajiban bagi anak didik/anak pidana tidak dapatberjalan dan dilaksananakan secara optimal sesuai dengan
amanah undang-undang.Merujuk pada Pasal 17 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999,dapat dipahami bahwa pembinaan anak pidana sebagai anakdidik dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu: tahap awal,tahap lanjutan, dan tahap akhir. Tahap awal meliputi: (1)
masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan;
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paling lama 1 bulan; (2) perencanaan program pembinaan
kepribadian dan kemandirian; (3) pelaksanaan programpembinaan kepribadian dan kemandirian; dan (4) penilaianpelaksanaan program pembinaan tahap awal.Pembinaan tahap lanjutan meliputi: (1) perencanaanprogram pembinaan lanjutan; (2) pelaksanaan program
pembinaan lanjutan; (3) penilaian pelaksanaan programpembinaan lanjutan; dan (4) perencanaan dan pelaksanaanprogram asimilasi.Sementara itu, pembinaan tahap akhir meliputi: (1)perencanaan program interaksi; (2) pelaksanaan programintegrasi; (3) pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap
akhir. Model tahapan tersebut ditetapkan melalui sidang timpengamat pemasyarakatan, dalam hal ini kepala LP Anakwajib memerhatikan litmas.Pembinaan di LP Anak dapat dipetakan menjadi: (1)pembinaan agama, yang meliputi: rutinitas ibadah, mengkaji
Al-Qur’an, dan zikir (mujahadah); (2) pembinaan fisik melaluiolahraga dan seni, seperti: senam pagi, baris-berbaris, bola voli,tennis meja, futsal, dan musik; dan (3) pembinaan motorikmelalui keterampilan: komputer, pertanian, perikanan, danbahasa Inggris.
Menurut Pasal 59 PP No. 31 Tahun 1999, pembinaananak pidana berakhir apabila anak pidana yang bersangkutan:(1) masa pidananya telah habis; (2) memperoleh pembebasanbersyarat; (3) memperoleh cuti menjelang bebas; dan (4)meninggal dunia.
Pembinaan anak pidana/anak didik sebagai pembinaannarapidana selalu berusaha melibatkan pihak luar masyarakatbinaan, sekalipun dipahami oleh pihak petugas LembagaPemasyarakatan bahwa arah pembinaan mempunyai tujuan,antara lain: (1) membina pribadi anak pidana sebagai anak
didik pemasyarakatan, baik secara mental maupun fisik, agarjangan sampai nantinya mengulangi kejahatan dalam menaatiperaturan hukum dan undang-undang serta aturan-aturanyang ada di masyarakat; (2) membina hubungan antaranakpidana sebagai anak didik pemasyarakatan, terutama dalam
hal saling menghormati dan menghargai sesama mereka dan
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kepada petugas serta pembina yang pada akhirnya
berhubungan dengan masyarakat luar agar nantinya dapatberdiri sendiri dan dapat menjadi masyarakat yang baik.Untuk menyelenggarakan usaha pembinaan terhadapanak negara sebagai anak didik diperlukan sarana yang baik,baik yang bersifat material, struktural, maupun yang bersifat
ideal. Untuk mewujudkannya, Lembaga Pemasyarakatanberusaha mengundang partisipasi sosial dari semua pihak,sehingga usaha-usaha yang dilakukan LembagaPemasyarakatan antara lain: (1) penyuluhan agama denganmengundang dan memohon partisipasi dari KementerianAgama; (2) penyuluhan hukum dari pihak pengadilan atau
Kementerian Hukum dan HAM; (3) pembinaan sikap melaluikepramukaan dengan mengundang partisipasi dari gugusdepan terdekat. Adapun jenis-jenis pembinaan anak pidanadapat digolongkan kepada tiga macam, yaitu: (1) pembinaanmental; (2) pembinaan sosial; dan (3) pembinaan keterampilan.
Partisipasi sosial merupakan hal penting dalampembinaan anak pidana sebagai anak didik. Sebab, anak yangmenjalani pidana mengalami perubahan lingkungan yangtadinya bergerak bebas dan tidak terbatas, hidup dalamlingkungan yang terdiri atas keluarga, masyarakat, serta kasih
sayang dari keluarganya dan perhatian dari lingkungannya. DiLP Anak, anak pidana tidak lagi mendapatkan hal di atas.Situasi demikian dapat memengaruhi jiwa anak. Pidana yangditerima anak memengaruhi jiwa anak sepanjang hidupnya.Hambatan yang paling menonjol adalah proses
mengidentifikasikan diri anak didik, karena mereka lebihterbuka kepada sesama anak pidana. Pemidanaan membawapengaruh yang tidak baik terhadap anak didik, apalagi anakdidik yang tidak menempati LP Anak. Oleh karena itu,pemidanaan hanya akan membuat perilaku anak semakin
brutal, karena terkontaminasi dengan lingkungan.Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997menjelaskan bahwa petugas kemasyarakatan terdiri atas tigagolongan, yaitu: (1) pembimbing kemasyarakatan dariKementerian Hukum dan HAM; (2) pekerja sosial dari
Kementerian Sosial; dan (3) pekerja sosial dari organisasi
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sosial kemasyarakatan. Petugas sosial mempunyai tugas
membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yangberdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepadaKementerian Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan,dan latihan kerja. Petugas sosial hendaklah mengadakankoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan. Pekerja sosial
sukarela dari LSM harus mempunyai keahlian khusus sesuaidengan tugas dan kewajibannya, mempunyai keterampilanteknis, jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial,serta berminat untuk membina, membimbing, dan membantuanak demi kelangsungan hidup perkembangan fisik, mental,sosial, dan perlindungan anak.
Dengan demikian, pembinaan anak pidana tidak cukupmelalui Lembaga Pemasyarakatan saja, tetapi juga dibantuoleh lembaga di luar Lembaga Pemasyarakatan denganmenggunakan metode pekerjaan sosial sebagai metodepembinaannya. Guna menyesuaikan diri dengan sistem
pemasyarakatan, maka dibentuk Direktorat BISPA(Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Sejaktahun 1970, Menteri Kehakiman mendirikan BISPA diJakarta, Surabaya, Madiun, Malang, Yogyakarta, danBandung. Kemudian, berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI
No: J.S.4/3/7 Tahun 1976, nama Kantor BISPA menjadi BalaiBISPA. Berdasarkan surat edaran Menteri Kehakiman RI No:M.05.PR.07.03 tanggal 5 September 1997, maka BISPAberubah namanya menjadi Bapas.Dalam tataran praktis, pelaksanaan undang-undang
dan PP di atas belum berjalan secara optimal. Hal inidiakibatkan oleh: (1) belum adanya relawan LSM; (2) khusus diLP Anak Jambi, terkendala oleh jarak yang cukup jauh (60 kmdari kota Jambi, bahkan ada yang mencapai 400 km) dantransportasi yang tidak memadai; dan (3) karena faktor nomor
dua tersebut, maka LP Anak juga kesulitan dalam menjalinkerja sama dengan pihak Kementerian Sosial dan lembagaagama.Proses panjang yang dijalani oleh anak pidana yangmelakukan tindak pidana sejak ditangkap oleh penegak hukum
(polisi) sebagaimana telah dijelaskan di atas, selanjutnya anak
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ditetapkan sebagai tahanan oleh polisi selaku penyidik. Dalam
waktu yang secepatnya polisi melakukan penyidikan danmembuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Anak yangtersangkut pidana selama dalam pemeriksaan polisi menjaditahanan polisi dan ditahan di tahanan Polres dan ketika tidakmemungkinkan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan terdekat
sebagai wilayah hukum di mana anak tersebut melakukantindak pidana. Selama itu pula anak kehilangan haknya untukhidup bebas dan terlepas dari perlindungan orang tua, rasamencekam menderita dan nestapa sudah mulai dirasakanakibat rasa ketakutan dalam proses penyidikan. Apabila BAPtelah selesai dibuat oleh penyidik (polisi), selanjutnya anak
beserta berkas perkara dilimpahkan ke pihak kejaksaan selakupenuntut. Selanjutnya, kejaksaan menunjuk jaksa untukmemeriksa BAP anak tersebut untuk diperiksa kembali sesuaipasal-pasal yang dilanggar anak. Selanjutnya, jaksa membuatBerita Acara Penyidikan dan Penuntutan. Berita acara
tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana anak tersebut melakukan tindak pidana.Ketika anak  yang bermasalah dengan hukum sebagaipelaku tindak pidana dalam tahanan jaksa dan hakim, makaanak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan
terdekat dengan wilayah pengadilan, tempat di mana anaktersebut akan menjalani proses hukum dalam persidangan.Sejak dari polisi, jaksa, dan hakim, anak harus diperiksa olehpetugas khusus dan didampingi oleh petugas Bapas. KarenaLP Anak di Jambi hanya satu dan lokasinya jauh untuk
dijangkau dan tidak dilintasi oleh angkutan umum, makamayoritas anak tahanan ditempatkan di LP Dewasa, kecualianak-anak tahanan yang berada dalam wilayah hukum(Polres/Kejaksaan/PN) Kabupaten Muara Bulian di mana LPAnak berada di kabupaten tersebut.
Sejak menjadi tahanan jaksa dan hakim, anak tersebutmenempati blok-blok LP Dewasa dan atau LP Anak sebagaitahanan. Apabila putusan hakim telah dijatuhkan terhadapanak, maka anak tersebut harus ditempatkan/dipindahkan keLP Anak. Bahkan, seharusnya sejak awal tahanan anak-anak
tersebut sudah harus dipisahkan dengan tahanan dan napi
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dewasa. Menurut keterangan petugas LP Dewasa, ada
beberapa alasan sehingga anak tetap dikembalikan ke blok LPDewasa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:(1) Lembaga Pemasyarakatan Anak hanya ada satu danjaraknya jauh dari wilayah hukum lain, kecuali KabupatenMuara Bulian, sedangkan dana transportasi untuk antar
jemput anak tidak tersedia secara khusus; (2) tempat tahanankhusus untuk anak-anak belum ada di wilayah-wilayah hukumpengadilan di Jambi; (3) keterbatasan petugas di LembagaPemasyarakatan, sedangkan jumlah napi terus bertambah; dan(4) keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana. Itulah yangmenyebabkan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan
Anak hanya kurang lebih 30% dari seluruh anak pidana yangada di wilayah hukum Jambi. Selebihnya menempati blok-blokLembaga Pemasyarakatan Dewasa bersama-sama dengan laki-laki dan wanita dewasa (Wawancara dengan Nur Hadi, petugasdan pembina LP Kota Jambi, 17 Desember 2013).
Hakikatnya mereka hanya tempat/kamar saja yangdipisahkan, sedangkan tempat mereka makan, tempat ibadah,menerima tamu, mengurus administrasi, petugas, pembina,dan materi pembinaan sama. Anak-anak tersebut mau tidakmau bergaul dengan orang dewasa. Walaupun mereka merasa
cemas dan sering diperlakukan tidak manusiawi oleh orangdewasa, mereka pun tidak berdaya.Lebih jauh, kondisi di atas ditegaskan oleh petugasLembaga Pemasyarakatan bahwa anak yang diputus olehhakim dengan hukuman 6 bulan dan atau dalam beberapa
bulan ke depan anak tersebut dewasa, maka anak tersebuttidak dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Dewasadengan alasan demi efisiensi. Ketika menjelaskan tentangpembinaan, mayoritas anak-anak yang ada di LembagaPemasyarakatan Dewasa Jambi tidak ada pembinaan secara
khusus. Ketika penulis menanyakan tentang bagaimanadengan hak mereka dalam perlindungan agama, perlindunganjiwa, dan perlindungan akalnya, petugas LP menjawab, “Yatetap dilindungi dan apabila tertekan dinasihati. Pokoknyatidak ada kekhususan bagi mereka. Mereka diperlakukan sama
dan kebanyakan mereka nasib pendidikannya telantar.”
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(Wawancara dengan Nur Hadi, petugas dan pembina LP Kota
Jambi, 17 Desember 2013).Undang-undang yang mengatur tentang perlindungananak pada hakikatnya berupaya semaksimal mungkin agaranak tidak diperlakukan sewenang-wenang dalam perjalananhidupnya semasa menjadi anak-anak dan masa remajanya,
sehingga ketika menjadi dewasa, mereka menjadi orang yangbisa menempatkan dirinya sebagai inividu dan menghargaiserta menghormati orang lain sebagai teman dan lawanbergumulnya. Adapun pada posisi anak pidana, mereka adalahanak-anak yang kehilangan kemerdekaan sementara dalampergaulan yang bebas di tengah-tengah masyarakat; mereka
terkungkung dalam satu tempat yang dijaga dan dikelilingioleh tembok tebal dan terali besi; dan mereka berada dalamkehidupan yang terpaksa harus menjalani rutinitas yangmembosankan. Walaupun demikian, mereka harus dibina agarsadar akan hak dan kewajibannya sebagai manusia yang
seharusnya hidup di dunia menempati posisi mulia karenaTuhan memuliakan manusia dari makhluk-Nya yang lain dimuka bumi. Akan tetapi, karena kesalahan mereka sendiri,mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dantempat mereka adalah bukan pilihan mereka sendiri, tetapi
tempat yang ditentukan oleh negara untuk mereka.
Pendekatan dalam Pelaksanaan Program PendidikanSebagaimana telah dikemukakan dalam kerangka teori bahwapendidikan yang dilaksanakan di LP Anak Muara Bulian
adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formaldilaksanakan sebagai pengganti pendidikan formal bagimasyarakat karena alasan tertentu, seperti biaya pendidikandan tidak lulus UN pada pendidikan normal. Anak didik di LPikut pendidikan bukan karena biaya atau tidak lulus UN, akan
tetapi lebih dikarenakan mereka tersandung kasuspelanggaran hukum yang menyebabkan mereka harusmempertanggungjawabkan hasil perbuatan mereka.Berkenaan dengan itu, ketika dikonfirmasi, Kepala LPmenyatakan bahwa dasar dilakukan pendidikan terhadap anak
didik di LP Anak ini antara lain: (a) UU No. 12 Tahun 1995
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Tentang Pemasyarakatan; (b) UU No. 22 Tahun 2003 Tentang
Perlindungan Anak; dan (c) UU No. 3 Tahun 1997 TentangPengadilan Anak. Untuk itu, anak perlu diberi pendidikan, danpendekatan yang paling efektif dalam pelaksanaan pendidikanadalah pendekatan kekeluargaan (Wawancara dengan KepalaLembaga Pemasyarakatan Anak, pada 20 Desember 2013).
Ia menambahkan, karena anak-anak yang berada di LPAnak ini berusia di bawah 18 tahun, maka mereka butuhperhatian dan bimbingan dari orang dewasa yang notabeneadalah pengawai LP. Pendekatan ini tidak mengandung risikoyang besar, dan peluang timbulnya masalah baru sangat kecil.Menurutnya, di LP Anak sangat banyak permasalahan yang
dihadapi, baik masalah pribadi maupun masalah kelompok.Karena itu, pendekatan ini efektif untuk diterapkan padakondisi seperti di LP Anak. Ia mengatakan, “Saya harus bisamengambil hati mereka dengan prinsip memanusiakanmanusia. Saya yakin, dengan cara ini akan berhasil.”
(Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak,pada 20 Desember 2013).Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari beberapaorang anak di LP Anak, apa yang dikatakan Kepala LPtersebut memang mereka rasakan. Salah seorang narapidana,
Syafi’i, yang tinggal menjalani masa subsider darihukumannya, menuturkan,  “Perlakuan yang saya terima danrasakan di LP Anak ini seperti antara orang tua dengan anak.Sebab, saya dibimbing belajar, bekerja, dan diajak bersendagurau oleh Kepala LP. Oleh karena itu, tidak berniat dihati
saya untuk melarikan diri, walaupun kesempatan itu ada.”(Wawancara dengan Syafi’i, salah seorang penghuni LP AnakMuara Bulian, pada 20 Desember 2013).Jadi, pendekatan kekeluargaan merupakan suatupendekatan yang efektif untuk dilakukan di LP Anak Muara
Bulian, karena dampaknya sangat baik. Salah satu ukurannyaadalah bahwa sejak berdiri pada tahun 2000 sampai dengansekarang (2011), belum pernah terjadi perkelahian di antaraanak didik atau melarikan diri dari LP, walaupun peluang ituada.
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Terhadap anak didik pemasyarakatan, Kepala LP
berpandangan bahwa anak didik adalah manusia biasa, hanyasaja mereka sedang mengalami masalah. Selanjutnya, KepalaLP menyatakan bahwa kemungkinan yang ada di benakmereka adalah kebingungan, kecemasan, dan segudangpermasalahan. Statusnya yang sedang dicabut
kemerdekaannya membuat mereka bertambah susah. Secarapsikolgis, mereka adalah orang-orang yang mengharapkankehadiran orang-orang yang bisa membantu meringankanbeban mereka. Ibaratnya mengurai benang kusut. Oleh karenaitu, tugas pokok petugas LP Anak adalah mendampingi,membina, dan mendidik agar mereka menjadi baik. Pada saat
keluar dari LP, mereka bisa beradaptasi di masyarakat(Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak,pada 20 Desember 2013).
Kondisi Anak Pidana di LP Perspektif maqasid asy-syari‘ah
Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada anak pidanaoleh para aparat yang diberi tugas untuk melindungi, baikmelalui pembinaan fisik maupun mental. Dilihat darikemaslahatannya, bagaimana hak-hak yang tetap melekatpada anak pidana dalam kaitannya dengan hak pemeliharaan
agama (hifz ad-din), hak pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs), hakpemeliharaan akal pikiran (hifz al-‘aql), hak untuk memilikiketurunan (hifz an-nasl), dan hak kepemilikan harta (hifz al-mal). Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun  1999 Tentang Pembinaan Anak di LembagaPemasyarakatan, dijelaskan bahwa pembinaan anak pidanasebagai anak didik pemasyarakatan dilaksanakan dengan tigatahapan. Pertama, bagi anak pidana/anak didik yangditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, sistem
pembinaannya lebih baik dibanding dengan anak pidana yangmenempati Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Sebab, anakpidana yang berada dalam satu tempat di LembagaPemasyarakatan dengan narapidana, walau dipisahkankamarnya dengan napi dewasa dalam blok yang berbeda, akan
tetapi dalam sistem pembinaannya, pergaulannya,
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pengamanannya, pelayanannya, dan makannya tetap bersama-
sama dengan napi dewasa. Kedua, anak pidana yang berada diLembaga Pemasyarakatan Dewasa juga tidak ada pembimbingkhusus, sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Anakpetugasnya khusus, dengan menggunakan atribut yangmenyeramkan. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan saat ini
serba terbatas, baik sarana dan prasarana pembinaannya,SDMnya, dananya, maupun partisipasi pihak terkait. Ketiga,terlebih anak pidana yang berada di Lembaga PemasyarakatanDewasa, pembinaannya nyaris tidak diperhatikan. Dengandemikian, hak dan kewajiban bagi anak didik/anak pidanatidak dapat berjalan dan dilaksananakan secara optimal sesuai
dengan amanah undang-undang.Merujuk pada Pasal 17 ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999,dapat dipahami bahwa pembinaan anak pidana sebagai anakdidik dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu: (a) tahap awal,(b) tahap lanjutan, dan (c) tahap akhir. Tahap awal meliputi:
(a) masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan,paling lama 1 bulan; (b) perencanaan program pembinaankepribadian dan kemandirian; (c) pelaksanaan programpembinaan kepribadian dan kemandirian; (d) penilaianpelaksanaan program pembinaan tahap awal. Pembinaan
tahap lanjutan meliputi: (a) perencanaan program pembinaanlanjutan; (b) pelaksanaan program pembinaan lanjutan; (c)penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan (d)perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Pembinaantahap akhir meliputi: (a) perencanaan program interaksi; (b)
pelaksanaan program integrasi; (c) pengakhiran pelaksanaanpembinaan tahap akhir. Model tahapan tersebut ditetapkanmelalui sidang tim pengamat pemasyarakatan, dalam hal iniKepala LP Anak wajib memerhatikan litmas.Adapun pembinaan agama yang dilakukan di LP Anak
di Jambi secara umum terdiri atas: (a) rutinitas ibadah (shalatlima waktu, shalat Jumat, dan shalat-shalat lainnya), (b)belajar membaca Al-Qur’an dan zikir (muhasabah). MenurutAbdul Mun’im Afar, kebutuhan dasar untuk pemeliharaanagama terdiri atas: pengucapan dua kalimat syahadat,
pelaksanaan shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Oleh
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karena itu, segala sesuatu yang mutlak dibutuhkan, baik
materiil maupun moriil, baik barang maupun jasa, dalammelaksanakan ibadah di atas harus tersedia dan terealisasiterlebih dahulu.Program yang dijalankan oleh petugas/pembina tidakterlepas dari peran Kepala LP, di mana Kepala LP Jambi
adalah pegawai LP yang sudah banyak pengalaman mengurusianak binaan di tempat tugasnya sebelum menjadi Kepala LP.Syahrul Manan sebagai Kepala LP Anak Jambi menyatakan,“Saya memperlakukan mereka seperti anak saya sendiri danperlindungan atas mereka merupakan tanggung jawab mutlaksaya dan teman-teman di sini. Kami memprioritaskan
pembinaan agama melalui wajib shalat berjamaah, belajarmengaji, dan zikir/muhasabah. Adapun anak-anak binaan yangada di LP Dewasa atau Rutan, saya berkeyakinan bahwaperlindungan agama mereka sangat minim.” (Wawancaradengan Syahrul Manan, Kepala LP Anak Jambi, pada 20
Januari 2014).Dari hasil penelitian di LP Anak, LP Dewasa, danRutan diperoleh informasi bahwa anak-anak pidana yangberjumlah berkisar antara 90 sampai 116 orang, terdapat anakpidana lebih kurang 30-45% saja yang menempati LP Anak.
Anak-anak pidana tersebut dengan dipandu oleh petugas LPAnak secara rutin melakukan kegiatan keagamaan sesuaidengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LP Anak. Kegiatankeagamaan tersebut meliputi pelaksanaan shalat lima waktudi masjid yang berada di dalam LP Anak, melaksanakan shalat
Jumat, dan dengan bertugas secara bergantian sepertibertugas untuk azan, berzikir bersama, Yasinan, tahlilan, sertaBarzanji dan marhabanan. Adapun anak-anak pidana yangmenempati blok-blok di LP-LP Dewasa dan Rutan yangberjumlah antara 45-65%, kegiatan agama mereka hanya
dibiarkan mengikuti kegiatan yang dijadwalkan dandiperintahkan untuk para narapidana tanpa mendapatperhatian serius dari petugas dan pembina.Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa anak-anakpidana yang berada di LP Anak terpelihara hifz ad-dinnya dari
tingkat daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, yang berbentuk
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pembinaan pelaksanaan agama secara rutin, yang dapat
dikategorikan pada tiga tingkatan, yaitu: shalat lima waktudan shalat Jumat serta puasa Ramadan dalam tingkatandaruriyyat; azan, tilawah Al-Qur’an, dan muhasabah padatingkatan hajiyyat; serta kegiatan Yasinan, tahlilan, Barzanji,dan marhabanan pada tingkatan tahsiniyyat. Adapun anak-
anak pidana yang menempati blok-blok di LP Dewasa danRutan, meskipun ada jadwal kegiatan keagamaan, tetapi tidakada bimbingan secara sistematis, tidak ada perhatian, adanyapemaksaan dari petugas LP Dewasa dan Rutan, serta tidakbisa dijangkau oleh petugas LP Anak. Dengan demikian, hifzad-din, baik dari tingkat daruriyyat, hajiyyat, lebih-lebihtahsiniyyat tidak terimplementasi dengan baik, sehinggamaqasid asy-syari‘ah tidak tercapai. Oleh karena itu,pembinaan keagamaan di lembaga pemasyarakatan perlupenanganan serius agar anak pidana, khususnya di LP Dewasadan Rutan, nantinya menjadi anak yang benar-benar beriman,
menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi untuk berbuatmelawan hukum.Pemeliharaan jiwa dapat direalisasikan melaluipemeliharaan eksistensi hidup manusia dari segi ekonomidengan memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan,
minuman, pakaian, dan tempat tinggal (rumah). Pemeliharaanjiwa dilakukan dengan dua cara sesuai dengan kondisi yangada, yakni: (a) penjagaan jiwa sebagai sebuah eksistensi,seperti menjamin keberadaan dan perkembangan manusia,menjelaskan manfaat dan bahaya sesuatu yang dilakukan
dalam rangka memenuhi kebutuhannya, menjelaskan kondisi-kondisi kritis dan leluasa, serta menjelaskan perpindahankondisi yang sulit kepada kemudahan; dan (b) penjagaan jiwasebagai sebuah tindakan preventif, seperti mengharamkanberlaku semena-mena terhadap jiwa dan anggota tubuh,
pemberlakuan qisas, dan pemberlakuan hukum al-qatl al-khata’ (pembunuhan yang tidak terencana).Dalam melaksanakan perlindungan hukum kepadaanak didik di LP Anak Jambi, petugas/aparat berpedomanpada aturan yang bersifat umum, yang intinya adalah
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memenuhi hak-hak anak yang sedang menjalani hukuman
pidananya.Pertama, dalam masalah makan anak-anak pidana,bagi anak-anak pidana yang berada di LP Anak, makanmereka telah disediakan oleh petugas LP anak sesuai denganstandar yang telah ditentukan berdasarkan anggaran yang
diberikan oleh pemerintah, yaitu: nasi sayur kangkung, nasisayur genjer plus ikan asin, dan kadang-kadang nasi telur.Setiap hari mereka diberi makan tiga kali (pagi, siang, danmalam). Hanya saja, kadang-kadang ada anak yang dikunjungioleh orang tuanya dan atau keluarganya, kadang mendapatkiriman seperti: roti, susu, dan buah-buahan. Kadang ada yang
membawa nasi rendang, nasi ayam, dan lainnya. Dari LP Anaksendiri kadang-kadang mendapat kunjungan, baik pejabatmaupun pengurus organisasi atau LSM dan lainnya, ketika itumereka mendapatkan tambahan snack (seperti kue danditambah minuman mineral). Bagi anak-anak pidana yang
berada di LP Dewasa dan Rutan, anak-anak ini mendapatkanmakanan dengan cara mengantri bersama para narapidana,dengan menu hampir sama sesuai standar. Begitu juga dalammendapatkan tambahan gizi, mereka peroleh pada saatmendapatkan kunjungan dan atau ada kunjungan.Kedua, perlindungan fisik dan ancaman mental. Kondisianak-anak pidana di LP Anak, secara umum mereka masihmenurut kepada petugas dan pembina, dan mereka terjagaoleh petugas dan diawasi selama 24 jam, dengan berbagaikegiatan yang bervariasi. Ketika mereka beristirahat, mereka
menempati kamar-kamar yang telah ditentukan, karenajumlah mereka relatif sedikit, yaitu hanya di bawah 40 anak,maka penempatan dan pengawasannya tidak menyulitkanpetugas. Karena mereka sepantaran dari sisi usia, makamereka merasa lebih nyaman. Sementara itu, anak-anak
pidana yang berada di blok-blok LP Dewasa dan Rutan, secarafisik berbeda dengan para narapidana, maka mereka seringmendapat penekanan, baik secara fisik maupun mental,selama 24 jam. Hal ini disebabkan kondisi LP Dewasa danRutan yang over capacity.
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Ketiga, dalam masalah perlindungan kesehatan dan
perawatan, baik jasmani maupun rohani, di LP Anak Jambiataupun di LP Dewasa dan Rutan di Jambi belum memilikiklinik dan dokter serta tenaga medis yang dapat melayaniselama 24 jam. Dalam masalah kesehatan, semuanya masihbergantung pada Puskesmas terdekat. Jaminan kesehatan
anak-anak pidana dan narapidana dilakukan dengan carakerja sama dengan Puskesmas terdekat. Apabila penyakit anakpidana atau narapidana tidak bisa ditangani oleh Puskesmas,maka dia dirujuk ke rumah sakit umum terdekat. Untukperawatan rohani, anak-anak pidana disediakan tenagakonseling yang banyak dijalankan oleh petugas LP. Pada saat-
saat tertentu dihadirkan psikolog untuk memberikandukungan rohani kepada mereka (Wawancara dengan Ilham,petugas LP Anak Jambi, pada 15 November 2013).Keempat, dalam pelayanan tempat tinggal. Dalammelindungi, menjaga, dan merawat kesehatan anak-anak
pidana, baik anak-anak yang berada di LP Anak maupun anak-anak pidana yang menempati blok-blok LP Dewasa dan Rutan,Kepala LP dan petugas bekerja sama dengan Puskesmasterdekat, karena LP Anak, LP Dewasa, dan Rutan tidakmemiliki kemampuan untuk memiliki klinik dan tenaga medis
yang memadai. Sementara itu, anak-anak yang ada di blok-blok LP Dewasa dan Rutan sudah dalam kondisi overload.Apabila melirik ke tetangga provinsi sebelah, seperti SumateraBarat, mereka memiliki kelengkapan yang memadai, yakniadanya klinik dan dokter serta tenaga medis, walaupun belum
maksimal. Di wilayah LP Anak, LP Dewasa, dan Rutan diJambi semuanya bergantung kepada Puskesmas. Apabila adaanak pidana yang sakit, maka segera dibawa ke Puskesmas,dan apabila tidak bisa ditangani oleh puskesmas, anak pidanatersebut dirujuk ke rumah sakit pemerintah terdekat
(Wawancara dengan Nurhadi, Kepala Seksi Pembinaan danPendidikan LP Kota Jambi, pada 30 Oktober 2013).Untuk menyelenggarakan usaha pembinaan terhadapanak pidana sebagai anak didik, diperlukan sarana yang baik,baik yang bersifat material, struktural, maupun yang bersifat
ideal. Untuk mewujudkannya, Lembaga Pemasyarakatan
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berusaha mengundang partisipasi sosial dari semua pihak,
sehingga usaha-usaha yang dilakukan LembagaPemasyarakatan antara lain meliputi: (a) penyuluhan agama,dengan mengundang dan memohon partisipasi dariKementerian Agama; (b) penyuluhan hukum dari pihakpengadilan atau Kementerian Hukum dan HAM; dan (c)
pembinaan sikap melalui kepramukaan dengan mengundangpartisipasi dari Gugus Depan (Gudep) terdekat. Adapun jenis-jenis pembinaan anak pidana dapat digolongkan kepada tigamacam, yaitu: (a) pembinaan mental; (b) pembinaan sosial; dan(c) pembinaan keterampilan. Untuk melaksanakannyamemerlukan partisipasi semua pihak.
Partisipasi sosial merupakan hal penting dalampembinaan anak pidana sebagai anak didik. Sebab, anak yangmenjalani pidana mengalami perubahan lingkungan yangtadinya bergerak bebas, tidak terbatas, hidup dalamlingkungan yang terdiri atas keluarga, masyarakat, serta kasih
sayang dari keluarganya dan perhatian dari lingkungannya. DiLembaga Pemasyarakatan, anak pidana tidak lagimendapatkan hal di atas. Situasi demikian dapatmemengaruhi jiwa anak. Pidana yang diterima anakmemengaruhi jiwa anak sepanjang hidupnya. Hambatan yang
paling menonjol adalah proses mengidentifikasikan diri anakdidik, karena mereka lebih terbuka kepada sesama anakpidana. Pemidanaan membawa pengaruh yang tidak baikterhadap anak didik, apalagi anak didik yang tidak menempatiLembaga Pemasyarakatan anak. Oleh karena itu, pemidanaan
hanya akan mengakibatkan perilaku anak semakin brutal,karena terkontaminasi dengan lingkungan.
KesimpulanBerdasarkan uraian di atas, beberapa kesimpulan dapat
dirumuskan bahwa; pola perlindungan yang dijalankan olehpetugas dan pembina LP Anak terhadap anak pidanamenggunakan pola terpadu dengan metode integratif dansistem kekeluargaan. Kondisi perlindungan dapatdikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, bagi anak
pidana yang ditempatkan di LP Anak, polanya mengunakan
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pola terpadu yang dapat digolongkan ke dalam tiga macam,
yaitu: (a) pembinaan mental; (b) pembinaan sosial; dan (c)pembinaan keterampilan dengan sistem bertahap, yaitu tahapawal, tahap lanjutan, dan tahap asimilasi, dengan metodeintegratif. Metode integratif dilakukan dengan partisipasi aktifdari petugas dan pembina dalam memahami anak tersebut
secara mendetail, termasuk Kepala LP Anak, dan dalammenciptakan sistem kekeluargaan, di mana petugas danpembina memosisikan mereka sebagai sebuah keluarga.Kedua, bagi anak pidana yang berada di blok-blok LP Dewasa,Rutan, atau cabang Rutan yang jumlahnya lebih banyak,pembinaan dan perlindungannya belum dan tidak
mendapatkan perhatian serius. Pola pembinaan yangdilaksanakan di blok-blok ini tidak membedakan antara anakpidana dan narapidana. Hal ini tentu saja berdampak padakondisi anak-anak pidana yang mendapatkan tekanan fisikdan psikis. Hal ini disebabkan anak-anak pidana di LP Dewasa
dan Rutan tidak bisa dijangkau oleh petugas dan pembina LPAnak. Kondisi ini menggambarkan bahwa keberhasilanpembinaan anak pidana hanya terjadi pada anak pidana yangberada di LP Anak saja. Indikasi keberhasilan pembinaan anakpidana di LP Anak adalah: (a) program pembinaan sesuai
dengan jadwal dan dapat dijalankan dengan baik; (b)partisipasi positif yang diberikan oleh petugas dan pembina; (c)antusias dari anak pidana dalam mengikuti perintah petugasdan pembina; (d) adanya perubahan anak pidana ke arah yanglebih posistif; setelah selesai menjalani hukuman, mantan
anak pidana di LP Anak mendapatkan pemahaman agamayang lebih baik dari sebelumnya. Anak-anak ini menjadi bisamengaji, menjalankan shalat, dan sebagainya justru setelahkeluar dari penjara. Sebaliknya, anak-anak pidana yangditempatkan di LP Dewasa atau Rutan justru setelah selesai
menjalani hukuman tidak menjadi lebih baik dalam halpengamalan agamanya.Dalam perspektif maqasid asy-syari‘ah, yang mutlakmelindungi manusia (segala usia) dari aspek agama, jiwa, akal,keturunan, dan harta; baik dari kemaslatan daruriyyat,hajiyyat, maupun tahsiniyyat, kondisi anak-anak pidana yang
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berada di LP Anak Jambi sudah mendapat perlindungan dan
pembinaan dengan baik. Dengan demikian, maqasid asy-syari‘ah sudah tercapai. Indikatornya antara lainmenggunakan pola terpadu yang dijalankan dengan metodeintegratif dan sistem kekeluargaan. Namun, anak-anak pidanayang berada di LP Dewasa, Rutan, dan Cabang Rutan Jambi
yang tersebar di kota-kota kabupaten dan kota provinsi belummendapatkan perlindungan dan pembinaan secara baik. Untukmengatasi hal ini, perlu diwujudkan teori restorative justice,baik dari sisi preventive, represive, maupun educative. Hal inibertujuan untuk melaksanakan mediasi secara interaktif daninterkonektif.
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